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ABSTRAK :

CATATAN

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mamuju, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (0)
UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23
Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. PP No. 18 Tahun 2016,
Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda No. 6 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju
Nomor 7 Tahun 2024,

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Pembentukan UPTD c. UPTD Puskesmas, d.
UPTD PPA, e. UPTD Dinas Lingkunagn Hidup, f. UPTD Meterologi
Legal, g. UPTD Satuan Pendidikan, h. Ketentuan Penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu tanggal 13 Mei 2026 .

Pada saat Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku:

1. ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati
Mamuju Nomor 13 Tahun 2016 tentang Alihfungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 528);

2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan
UPTD Metrologi Legal Pada Dinas perdagangan Kabupaten
Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor
618);



3. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan

UPTD Pelaksana Teknis Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2017 Nomor 621);

. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 116 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2019 Nomor 800); dan

. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2016 Nomor 528),

- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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